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ABSTRACT 

This study discusses the issues related to the implementation of land 

data validation in the process of transferring electronic certificate media at 

the Tangerang Selatan City Land Office. Changing from a traditional 

certificate to an electronic one requires careful matching and checking of 

both physical and legal data to make sure the information in the electronic 

system matches the original document. During the process, validation is still 

facing several challenges, such as mismatched data in the survey documents, 

incomplete physical archives, and limited human resources in understanding 

the procedures and electronic systems. This study aims to examine the 

different issues that arise during the validation process and to identify the 

efforts made to address them. The method used is study case, with a 

qualitative approach through library research and interviews. Research 

results show that land data validation is not yet fully working well because 

of administrative, technical, and operational challenges. Therefore, it is 

necessary to improve the skills of the staff, organize land records in a more 

systematic way, and strengthen the validation procedures so that the 

transition to electronic certificates can be carried out effectively and provide 

legal certainty. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendaftaran tanah di Indonesia di atur dalam Pasal 19 UU No 5 

Tahun 1960, kemudian dilaksanakan dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1961) yang berlaku selama 27 tahun kemudian diganti dengan 

(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) tentang Pendaftaran Tanah 

(selanjutnya disebut PP 24/1997) yang berlaku efektif sejak tanggal 8 

Oktober 1997 yang kemudian diubah dengan (Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2021) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah 

Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 18/2021). Peraturan 

tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka 

rechts kadaster (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah (Yusuf 

et al., 2024) Tanda kepemilikan sebuah tanah dapat dibuktikan dengan 

sebuah sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang secara 

hukum dan instansi yang sah yaitu Badan Pertanahan Nasional berdarsarkan 

kota dan kabupaten masing masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan (Elora, 2024).  

Pelaksanaan penerbitan sertipikat bersama dengan adanya 

transformasi digital, Maka muncul informasi bahwa Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menarik 

lembaran sertipikat kepemilikan tanah masyarakat dalam bentuk fisik untuk 

diganti dengan bentuk sertipikat tanah elektronik maka diterbitkanlah suatu 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang akhirnya sudah 

dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 (Elora, 2024). 

Sebelum pelakasanaan penerbitan sertipikat elektronik dilakukan 

terdapat proses penting yaitu validasi data seperti yang dijelaskan oleh I. 
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Putra, (2025) bahwa proses yang sangat penting untuk mengubah jutaan 

dokumen pertanahan dari format fisik ke format digital yang terintegrasi dan 

aman dikenal dengan istilah alih media. Alih media lebih dari sekadar 

pemindaian (scanning); proses ini merupakan rangkaian kegiatan sistematis 

yang meliputi digitalisasi, verifikasi, validasi, serta penggabungan data fisik 

dan data hukum (yuridis) ke dalam sistem elektronik terpusat, yaitu 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). 

Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu 

daerah yang sudah menerapkan pelayanan elektronik, Kantor Pertanahan 

Kota Tangerang Selatan namun tidak dapat dipungkiri pada validasi pasti 

akan ada hambatan hambatan yang terjadi, pada pelaksanaan validasi 

sertipikat elektronik tidak dapat serta merta dilaksanakan tanpa adanya basis 

data yang valid mengenai peta bidang tanah dan dijelaskan oleh Elora 

(2024), maka berdasarkan semua hal yang menjadi latar belakang masalah 

peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait dengan 

“Problematika Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Pertanahan (Studi 

di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan)” seperti kesiapan data 

pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, serta hal hal yang 

dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan validasi data pertanahan 

alih media seritpikat analog ke sertipikat elektronik. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian penjelasan diatas yang termuat dalam latar belakang, 

adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesiapan data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota 

Tangerang Selatan dalam menunjang pelaksanaan alih media 

sertipikat elektronik ? 

2. Apa saja pada faktor faktor pendukung serta penghambat bagi 

pelaksanaan validasi data pertanahan alih media sertipikat 

elektronik? 
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3. Apa strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang 

Selatan untuk mengatasi kendala kesiapan data dalam mendukung 

penerbitan sertipikat tanah elektronik? 

C. Tujuan Penelitian 

Berikut ini tujuan penelitian dari beberapa rumusan masalah yang 

telah dikaji: 

1. Memberikan deskripsi terhadap kondisi kesiapan data terkait 

pelaksanaan layanan pertanahan alih media sertipikat elektronik di 

Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. 

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan dampak faktor faktor pendukung 

serta penghambat terhadap pelaksanaan validasi data pertanahan alih 

media sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Tangerang 

Selatan. 

3. Memberikan rekomendasi solusi bagi Kantor Pertanahan Tangerang 

Selatan untuk mengatasi kendala kesiapan data dalam mendukung 

penerbitan sertipikat tanah elektronik. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademis dalam literatur terkait transformasi digital di sektor publik, 

khusus- nya terkait Pelaksanan pelayanan pertanahan. Memperkaya 

literatur tentang hubungan antara pelaksanaan kantor instansi 

pemerintahan dengan penerapan E-Goverment. 

2. Manfaat Praktis  

Memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan 

inovasi pada layanan pertanahan yang inklusif dan adaptif terhadap 

pelaksanaan pelayanan. dan khususnya bagi pemanfaatan teknologi 

digital pada administrasi pertanahan. 
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai problematika pelaksanaan 

validasi data pertanahan dalam rangka alih media di Kantor Pertanahan 

Kota Tangerang Selatan, dapat disimpulkan bahwa proses validasi 

merupakan tahapan yang sangat penting dalam menentukan kesiapan data 

pertanahan sebelum dilakukan alih media menjadi data pertanahan 

elektronik yang akan disiapkan untuk penerbitan Sertipikat elektronik. 

Kesiapan data pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang 

Selatan sendiri sudah cukup baik dimana kesiapan data untuk dilakukan alih 

media berdasakan dashboard server GeoKKP sudah di angka 59,65%. 

Bukan angka yang bisa dibilang kecil, namun masih jauh diangka 100% 

data siap valid demi pelaksanaan alih media. 

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan validasi terdapat pada 

kelengkapan pencatatan spasial di surat ukur, lalu sinkronisasi luas bidang 

yang sudah terpetakan, kelengkapan pencatatan di buku tanah terkait data 

tekstual, dan penggunaan scanner juga penting dikarenakan data fisik yang 

ada perlu untuk di laksanakan scanning lalu upload ke aplikasi PINTASAN 

maka dari itu Jumlah SDM pelaksana juga merupakan faktor pendukung 

yang vital. 

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan validasi data 

pertanahan sendiri terdapat pada problematika utama yang dihadapi seperti 

masih terdapat bidang tanah yang belum terpetakan, adanya tumpang tindih, 

gap, dan overlap. Kondisi data ini menunjukkan bahwa kualitas data spasial 

belum sepenuhnya mencapai standar yang ditetapkan untuk validasi, yang 

menyebabkan kesulitan dalam mencocokkan antara Surat Ukur dan data 

spasial elektronik. Untuk data tekstual, tantangan terjadi akibat keterbatasan 

pencatatan pada Buku Tanah lama yang belum lengkap dan belum 

sepenuhnya terdigitalisasi, sehingga petugas perlu melakukan pemeriksaan 

ulang dengan teliti agar data yang diinput ke sistem elektronik akurat. Di 

sisi sistem, masalah pada KKP, server, aplikasi SITATA, serta penerapan 
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konsep satu akun satu akses menjadi hambatan yang mempengaruhi 

kelancaran tugas karena membatasi akses dan menghalangi sinkronisasi 

data. Dari perspektif sumber daya manusia, tantangannya meliputi jumlah 

petugas yang terbatas, kurangnya akses untuk mendapatkan bantuan tenaga 

kerja terhadap sistem, serta masih adanya ketidakpercayaan dari masyarakat 

penerima layanan yang belum sepenuhnya siap beralih ke sertipikat 

elektronik. 

Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kantor Pertanahan 

Kota Tangerang Selatan telah melakukan beberapa langkah penyelesaian, 

seperti penerapan block adjustment untuk perbaikan data spasial, 

pencocokan serta pemeriksaan ulang data fisik dan yuridis untuk 

menyelesaikan hambatan tekstual, penyesuaian proses kerja saat terjadi 

gangguan sistem, penggunaan tenaga bantuan untuk mendukung kegiatan 

pemindaian dan administrasi, serta sosialisasi kepada masyarakat guna 

meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap layanan elektronik. 

Hasilnya, upaya-upaya ini cukup membantu memperlancar proses validasi, 

meskipun belum sepenuhnya menghilangkan semua hambatan yang ada. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan validasi data 

pertanahan dalam peralihan media sangat tergantung pada kelengkapan 

data, kesiapan sistem, kompetensi pelaksana, serta dukungan dan 

kepercayaan masyarakat. 

B.  Rekomendasi dan Saran 

Rekomendasi dan saran yang dapat diberikan dari peneliti untuk 

Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan validasi data 

pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sebagai berikut : 

1. terkait data spasial berdasarkan problematika yang ada seperti tumpang 

tindih, gap, overlap dan masalah bidang bidang tanah yang belum 

terpetakan bisa di tangani dengan penerapan block adjustment. Namun 

dibalik pelaksanaan block adjustment sendiri dibutuhkan akun 

pelaksana yang tersambung dengan KKP namun terdapat juga 

penerapan one account one access yang dimana terkadang terdapat 
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pelaksana yang tidak memiliki akses ke akun KKP itu sendiri, jadi 

terkait pelaksana Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat 

meratakan pelaksana yang memiliki akun KKP ke seksi terkait 

pelaksanaan alih media. 

2. Terkait data tekstual, pelaksana diKantor Pertanahan Kota Tangerang 

Selatan dapat melakukan cross check lebih agar problematika seperti 

berkas yang tidak lengkap dari pemohon, lalu terkait dokumen lawas 

dapat dilakukan inventarisasi supaya dapat diketahui mana saja berkas 

yang pencatatannya masih lengkap, rusak, dan juga mana yang harus 

dilaksanakan penataan ulang dan pemeliharaan data. 

3. Terkait problematika pada sistem dapat dilaksanakan koordinasi lebih  

apabila terdapat maintenancing rutin agar pada saat terdapat 

pemeliharaan server sudah terdapat peringatan pra pemeliharaan server, 

namun apabila terdapat KKP off yang bukan berdasarkan pemeliharaan 

server, pelaksana dapat melaksanakan pelayanan lainnya sebelum server 

KKP pulih. 

4. Lalu terkait problematika pada SDM masyarakat pemohon, Kantor 

Pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat memaksimalkan social media 

tentang kelengkapan berkas, dan kepastian hukum serta keamanan pada 

sertipikat elektronik. Supaya tidak ditemukan lagi trust issue dari 

masyarakat terhadap pelaksanaan alih media itu sendiri.
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